
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR: 39 TAHUN 1990 SERI: B NO: 3
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAII PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN 1990

TENTANG

RETRIBUSI PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI 
DAN TANDA DAFTAR REKANAN DI PROPINSI DAERAII 

TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk dapat melaksanakan pekerjaan Pemerintah 
Daerah maka calon rekanan harus terlebih dahulu lulus 
Prakualifikasi;

b. bahwa dalam rangka mengikuti pelaksanaan prakuali- 
fikasi, maka bagi calon rekanan» wajib mengambil do» 
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LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH 

NOMOR: 39 TAHUN 1990 SERI: B NO: 3 

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH 

PERATURAN DAER.All PROPINSI DAERAII TINGKAT I 

JAWA TENGAH 

NOMOR : 4 TAIIUN 1990 

TENTANG 

RETRIBUSIPENGAMDILAN DOKUMEN PRAKUALU1KASI 
DAN TANDA DAFrAR REKANAN DI PROPINSI DAERAII 

TINGKAT I JAWA TENGAll 

DENGAN RAlIMA TTUIIAN YANG M'.AllA ESA 

GUBERNURKEPALA DAERAII TINGKAT I JAWA TENGAII 

Menlmbang : a. babwa untuk dopal mclaksanakan pekerjaan Pcmerlntah 
Dae,ah moka calon rekaoan hal\ls terlcbih dahulu lulus 
PrakualiCikasi i 

b. babwa dalam rangka mcngikuti pclaksanaan prakuall· 
fibs~. maka bag! adon rckanan, wajib mcngarnbil 4o-
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Mengingat

kumcn prakuBlifikasi yang disediakan oleh Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan bagi rekanan 
yang dinyatakan lulus PrakualiCkasi diberikan Tanda 
Daftar Rekanan.

c. bahwa untuk pengambilan dokumen prakualifikasi dan 
Sertifikat Thnda Daftar Rekanan sebagaimana tersebut di 
atas dikenakan retribusi yang pengaturannya dituangkan 
dalam Peraturan Daerah.

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 teolang 
Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang 
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Ke­
uangan Daerah;

5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pe­
laksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 
tentang Bentuk Peraturan Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-893 ten­
tang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 jo 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 ten­
tang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah;

9. Keputusan Mcnlcri/Sckretaris Negara selaku Ketua Tim 
Pengendali Pengadaan Barang / Peralatan Pemerintah
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Menglngot 
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kumcn prakuaUfikasl yang disediakan olch Gubernur 
Kepala Daerah Tingkal I Iawa Tengah dan bagi rckanan 
yang dioyatakan tutus Prakualifikasi dibcrilam Tanda 
Da!tar Rekanan. 

c. bahwa untuk pengambilan dokumen prakualifikasl dan 
Scrtifikat 'Juda Danar Rckanan scbagaimana lascbut di 
alas dilccnaJ?n JCtribusf yang pcngalurannya dituangkan 
dalaln Pcraturan Daerah. 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 t~ntang Pokok­
pokok Pemcrintahan di Dacrah ; 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 lcnlang Pcm~ 
bcntukan Propinsi Jawa Tcngah ; 

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 lcolang 
Peraturan Umum Rclribusi Dacrah ; 

4. Pcraturan Pcmcrintah Nomor S Tahun 1975 rcntang 
Pcnguruun, Pcrlanggungjawaban dan Pengawasan Kc­
uangan Dacrah ; 

S. Keputusan Prcsidcn Nomor 29 Tahun 1984 lcnlang Pc­
lak.sanaan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Nr.gara ; 

6. Pcraturan Mcnlcri Datam Ncgeri Nomor 14 Tahun 1974 
tcntang Bcntuk Pcraturan Dacrah ; 

7. · Kcputusan Mcntcri Dalarn Ncgcri Nomor 903-893 ten­
tang Manual Administrasf Kcuangan Dxrah ; 

8. Kcpulusan Mcnlcri Dalam Ncgeri Nomor 903-603 Jo 
Kcpulusan Mcntcri DaJam Negeri Nomor 903-1319 ten-. 
tang Pclaksanaan Anggaran Pendapatan d11n Bclanja 
Dac:rah; 

9. Keputusan Mcnteri/Sckrctaris Negara sclaku Kdua nm 
Pcngendali Pengadaan Barang / Pcralatan Pcmcdnlah 



Nomor 3547/TPP.BPP/XI 1/1985 tentang Pedoman Pra­
kualifikasi;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 19S5 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prakualifikasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TING­
KAT I JAWA TENGAH TENTANG RETRIBUSI PENG­
AMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI DAN
TANDA DAFTAR REKANAN DI PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah.

b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubemur Kepala Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah.

c. Prakualifikasi adalah Kegiatan yang meliputi registrasi, 
klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Keputusan Menteri / Sekretaris Negara selaku Ketua Tim 
Pengendali Pengadaan Barang / Peralatan Pemerintah 
tanggal 13 Desember 1985 Nomor 3547/TPP.BPP/ 
Xn/1985.
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Nomor 3547/l'PP.BPP/Xll/1985 lcntang Pcdoman Pra• 
kualifdtasi ; 

10. lnslnlksl Mentcri Dalarn Ncgcri Nomor 1 Tahun 198S 
tcnl~g Petunjuk Tcknis Pclaksanaan Prakualifikasi. 

Dengan Pcrsctujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah 
Propinsi Daerah Tingkal I Jawa Tengah. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATIJRAN DAERAH PROPINSI DAEIW-I TING­
KAT I JAWA lENGAH TENTANG RETRII3USI PENG­
AMBILAN DOKUMEN PRAKUALIAKASI DAN 
TANDA DAFTAR REKANAN Dl PROPINSI DAEIWI 
TINGKAT I JA WA TENGAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUl\l 

Pasal 1 

Dalatn Pcraturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan : 

a. Pemerinlah Dacrah adalah Pcmcrintah Propinsi Dacrah 
Tingkat 1 Jawa Tengah. 

b. Gubcmur Kcpala Daerah adalah Gubcmur Kepala Dacroh 
Tingkal I Jawa Tcngah. 

c. Prakuali~kasi adalah Kegiatan yang mcliputi rcgis1rnsi, 
klasifikasi dan kualifikasi scbagaimana dimaksud d:ilam 
Kcputusan Mcntcri / Sckretaris Negara sclaku Kctua nm 
Pcngcndali Pengadaan Barang / Pcralalan Pcmcrinlah 
tanggal 13 Dcscmbcr 1985 Nomor 3S47!J'PP.BPP/ 
XII/1985. 
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d. Dokumen Prakualifikasi adalah dokumen yang berisi 
formulir isian yang bentuk, macam dan jenisnya di­
tetapkan dan disediakan oleh Gubernur Kepala Daerah 
berdasarkan Peraturan Petundang-undangan yang ber­
laku.

BAB n

DOKUMEN PRAKUALIFIKASI DAN 
TANDA DAFTAR REKANAN

Pasal 2

Bagi calon rekanan yang mengikuti prakualifikasi wajib 
mengambil dokumen Prakualifikasi.

Pasal 3

(1) Bagi calon rekanan yang dinyatakan lulus prakualifikasi 
diberikan Sertifikat Tanda Daftar Rekanan.

(2) Tanda Daftar Rekanan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal ini secara periodik berlaku selama 3 (tiga) tahun 

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Yang mengajukan pada tahun pertama, berlaku 
selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.

b. Yang mengajukan pada tahun ke dua, berlaku selama 
2 (dua) tahun sejak tangga! diterbitkan.

c. Yang mengajukan pada tahun ketiga, berlaku selama 

1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
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d. Dokumcn Prakualifikasi adalah dokumcn yang bcrisi 
(onnulir isian yang bcnluk, macam dan jcnisnya di­
lctaplcan dan disediakan olch Gubcmur Kcpala Dacmh 
bcrda.sarkan Pcraturan Pcnmdang-undangan yang bcr­
laku. 

BAD Il 

DOKUMEN PRAKUALIF1KASI DAN 
TANDADAFfAR REKANAN 

Pasal 2 

Bagi calon rekanan yang mcngikuti prokualifikmi wajib 
mcngarnbil dokumcn Prakuallfik:si. 

Pa.5al 3 

( l) Bagi calon rekanan yang dinyatakan lulus prakualifikasi 
diberikan Sertifikat Tanda Daflar Rekanan. 

(2) Tanda Daftar Rekanan scbagaimana dimaksud ayat (l) 
Pasal ini sccara periodik berlaku selama 3 (tiga) 1nhun 
dcngan kelentuan scbagai bcrikul : 

a. Yang mengajukan pada lahun pertama, bcdaku 
sclama 3 (liga) tahun sejak 1anggal ditcrbitkan. 

b. Yang mcngajukan pada lahun ke dua, bcrlaku sclama 
2 (dua) tahun scjak tanggal ditcrbilkan. 

c. Yang mengajukan pada tahun kctiga. berlaku sclama 
l (satu) tahun sejak l:mggal ditcrbitkan. 



BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Pengambilan Dokumen Prakualifikasi sebagaimana di­
maksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan Retri­
busi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 
pada setiap bidang pekerjaan.

(2) Pengambilan Sertifikat Tanda Daftar Rekanan sebagai­
mana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan 
Retribusi sebagai berikut:

a. Untuk Kualifikasi B2 bidang Pemborongan dan 
bidang Pengadaan barang/jasa lainnya sebesar 
Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

b. Untuk Kualifikasi B bidang Konsultansi sebesar 
Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

c. Untuk Kualifikasi BI bidang Pemborongan dan
Pengadaan barang / jasa lainnya sebesar...............
Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

d. Untuk Kualifikasi A bidang Pemborongan. Kon­
sultansi dan Pengadaan btirang / jasa Ulinnya se­
besar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu ru­
piah).

e
e. Untuk Kualifikasi C bidang Pemborongan, Kon­

sultasi dan Pengadaan barang / jasa lainnya scliesar 
Rp. 0,00 (nol rupiah).
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BAB 111 

KE'IENTUAN · JU"l'IUBUSI. 

(1) Pcngmnbilan Dokumcn Prakuulifilcasi scbagaimana di­
mnksud Pasal 2 Pcratunm Daernh ini dikcnakun Rctri­
busi scbc:sar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 
pada sctiap bidang pckerjaan. 

(2) Pengambilan Sertiflkat Tanda Danar Rclt.inan scb:1gai­
mana dimatsud Pmal 3 Pcratumn Dacrah ini dikcn:1kan 
Rctribusi scbagai bcrikut : 

a. Untuk Kualifikasi 82 bidang Pcmborung:tn dan 
bidang Ptngadaan barang / j.isn lainnya llCbcsar 
Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). 

b. Untuk Kualifik~i 8 bidang Konsul1ansi scbcs.1r 
Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). 

c. Untuk Kualifikasi 81 bidang Pcmborongan dan 
Peng3llaan barang / jasa Sainnya St:bcsar .............. . 
Rp. 100.000,00 (scratus ribu rupi.ih). 

d. Untuk Kuulilikasi A bid:mg Pcmhorongun. Kon­
sullansi dan Pcngadami b:irung / j:1s.:1 L1inny:i SC• 
besar Rp. 150.000,00 (scrn1u." lima puluh rihu ru­
piah) • 

• 
c. Untuk Kualifik:isi C bill:1ng l'cmtmwng:1n, Kon-

suluisi dun 1•cng:1du:1n bnr:mg / 1:1s.1 l.unnya ~hcs;ir 
Rp. 0,00 (nol nipiah). 

1 



Pasal 5

Semua hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud 
Pasal 4 Peraturan Daerah ini disctdrkan ke Kas Daerah Pro­
pinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah.

IIAB IV

KEI'EN'IUAN PENUTUP

Pasal 6

Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini se­

panjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut 
oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintah­
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem­
patannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAI l PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGA11 

KETUA

tld.

Ir. SOEKORAIIARDJO

Semarang, 21 Maret 1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH 
TINGKAT 1 JAWA TENGAH

tld.

ISMAIL

8

Scmu:e h:isil pi:nc:rimaan Rclribusi sd>agaimana dim:1ksud 
P:1531 4 Pcmtumn Oacrah ini discl0f1can kc K."IS Oacrnh Pro­
pinsi D:1,•r.1h 1'ingkat I Jawn Tcngah. 

HAU IV 

KE'l'EN'l'UAN l'liNu·nw 

Pasal 6 

Hai-hal yang belum dialur dalafn rcraturan Dacrah ini SC• 
panjang mcngcnai pclaksanaannya alcan di:uur lcbih lanjul 
olch Gubcmur Kcpala Dacrnh. 

Pasal 7 

Pcra1uran Dacrah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya sctiap orang dapal mcngctahuinya memcrinlah• 
kan pcngundangan Pcraturan Daerah ini dcngan penem• 
patannya dalam umbaran Dacrah Propinsi Daerah Tmgkat I 
Jawa Tcngah. 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT 
DAERAl l PROPINSI DAEIWi 
TIN<iKAT I JAWA TENGAll 

KEl'UA 

Semarang. 21 Maret 1990. 

GUBERNUR KEPALA DAERAJ-1 
TINGKAT I JAWA TENGAH 

11d, Ud. 

Ir. SOEKORAIIARDJO ISMAII. 
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAII TINGKAT 1

JAWA TENGAH

NOMOR: 4 TAHUN 1990

TENTANG

RETRIBUSI PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI DAN
TANDA DAFTAR REKANAN DI PROPINSI DAERAH 

TINGKAT I JAWA TENGAH

L PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim 
Pengendali Pengadaan barang/Pcralatan Pemerintah tentang Pedoman Pra­
kualifikasi tanggal 30 Desember 1985 Nomor 3547/TPP.BPP/XI1/1985 antara 
lain dinyalakan bahwa terhadap rekanan yang mengambil Dokumen Pra- 
kualifikasi dan Sertifikat Tanda Daftar Rekanan dikenakan Retribusi yang 
merupakan Pendapatan Asli Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

Selanjutnya sebagai landasan hukum bagi Perangkat Daerah untuk 

mehkukan pungutan terhadap pengambilan Dokumen dan Tanda Daftar 
Rekanan tersebut, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 12/Dn. Tahun 
1957 tentang Pengaturan Umum Retribusi Daerah maka pengaturannya 
diluangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 7 : Cukup jelas.
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PENJELASAN 

PERATURAN DAEltAII PROl'JNSI DAEHAII TINC;KAT I 

JA\YA '11::NGAII 

NOMOR: 41"AIIUN 1990 

TEN1.ANG 

Rl!.7RIBUSI l'ENGAMBILAN l>OKUMEN J•RAKUALU'IKASI DAN 
· TANDA DAI-TAR REKANAN DI PROPlNSI DAER.AH 

TINGKATIJAWA TENCAII 

"I. J'ENJEl.ASAN UMUM. 

Bcrdasarkan Kcputusan Mcntcri/Sek.rdaris Negara sclaku Kt.:tua Tim 
Pcngcndali Pcngadaan barang/Pcralatan Pcmerintah tcntang Pcdoman Prn­
kualifikasi 1anggal 30 Dcscmbcr 1985 Nomor 3547/fPP.DPP/XIU1985 antarJ 
lain <linyatakan bahwa terhadap rckanan yang mcngambil Ookumcn Pra­
kual,ifikasi dan Scrtifikat Tanda Daflat Rckanan dikcnakan Rctribusi yan~ 
mCNpakan PcndapalaJl Asli Dacrah dan disctor kc Kas Dacrnh. 

Sclanjutnya scbagai Jandasan hukum bagi Pcrangkat Dacrah untuk 
mclakukan pungulan lcrhadap pcngambilan Dokumcn dan Tanda Dafmr 
Rckanan tcrscbut. maka scsuai dcngan Undang-undang Nomor 12/Dn. T.ihun 
J 957 1cn1ang Pcngaturan Umum Relribusi Dacrah maim pcng:uur:inny:I 
dituangkan dalam Peraluran Dacrah. 

II. l'ENJ ELASAN PASAL DEMI l•A.SAL 

Pasal I sampai dcogm 7 : Qikup jcbs. 
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